
  
 BUPATI SUMEDANG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG 
 

NOMOR   97 TAHUN   2015 

 
TENTANG 

         
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PEMBERIAN IZIN 

USAHA MIKRO DAN KECIL DARI BUPATI KEPADA CAMAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUMEDANG, 
 

Menimbang   : a. bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu 
usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha 
perdagangan sektor informal perlu dilakukan 

pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan 
usahanya; 

  b. bahwa dalam upaya mendekatkan pelayanan perizinan 
usaha mikro dan kecil kepada pelaku usaha mikro dan 

kecil, pemberian izin usaha  mikro dan kecil dilaksanakan 
oleh camat;  

  c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, pemberian 

izin usaha  mikro dan kecil oleh camat berdasarkan 
pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan 

Penandatanganan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil          
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang; 

   
 

 

 

 

SALINAN 



Mengingat   1. : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4725); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4866); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5512); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4826); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5404); 

9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang 
Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222); 



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014           

Nomor 1814); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor  12 Tahun 

2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten 
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 

2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Nomor 6);   

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 

2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2014 Nomor 9); 

 MEMUTUSKAN: 

   
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN 

KEWENANGAN PENANDATANGANAN PEMBERIAN IZIN USAHA 

KECIL DAN MENENGAH KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG.   

   
  BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 

  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Sumedang. 

3. Bupati adalah Bupati Sumedang. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga 
pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada 

Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang 
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas 

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, 
Kelurahan dan lembaga lain. 

5. Pejabat adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan 
Izin Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan 
pendelegasian kewenangan dari kepala daerah. 

6. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat 
sebagai perangkat daerah kabupaten/kota; 

7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 
perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah. 

 

 

 



8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari 

Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria 
Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah ini. 

9. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat 

dengan IUMK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh 
Pejabat yang berwenang kepada seseorang atau pelaku 

usaha/kegiatan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang 

menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, dan Usaha Kecil telah 
memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk 
menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu dalam bentuk 

satu lembar. 

10. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah 

dan Pemerinah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro 
dan Kecil secara sinergis melalui penetapan berbagai 

peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai 
aspek kehidupan ekonomi, agar Usaha Mikro dan Kecil 
memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, 

perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-
luasnya. 

11. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat 
dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro 

kecil di lokasi yang telah ditetapkan. 

12. Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha 
mikro dan kecil yang berada di lokasi sesuai dengan 

domisili pelaku usaha. 

13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik 

langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling 
memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan 

menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, 
Kecil, Menengah dengan Usaha Besar. 

14. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada 
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah 

dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih 
sepenuhnya kepada penerima delegasi. 

 

  BAB II 
PENDELEGASIAN KEWENANGAN 

Pasal 2 

  Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan  

wewenang penandatangan pemberian IUMK kepada Camat. 
 

 



  BAB III 

TUJUAN 
Pasal 3 

 
Tujuan pendelegasian kewenangan penandatangan pemberian 

IUMK dari Bupati kepada Camat adalah agar pelaksanaan 
pelayan pemberian IUMK kepada PUMK berjalan secara efektif 

dan efisien. 
 

  BAB IV 

  RUANG LINGKUP 
  Pasal 4 

   
  (1) Pemberian IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

meliputi: 

a.  Penerbitan Izin; 
b.  Penolakan Penerbitan Izin; 

c.  Pencabutan Izin; 
d.  Legalisasi Izin; dan  

e.  Pengawasan Izin. 
 

(2) Pelaksanaan pemberian IUMK sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan publik 
perizinan usaha mikro dan kecil. 

 
  BAB V 

TANGGUNG JAWAB 
  Pasal 5 

   
Tanggung jawab atas pelaksanaan wewenang karena 
pendelegasian kewenangan berada pada camat sebagai 

penerima delegasi. 
 

  BAB VI  
PEMBIAYAAN 

Pasal 6 
 

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan pemberian IUMK 

bersumber dari APBD Kabupaten Sumedang 
 

  BAB VII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 7 
 

Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap wewenang yang 

didelegasikan kepada Camat dilakukan oleh Bupati atau 
pejabat yang ditunjuk. 

 
   

 
 
 

 



BAB VIII  

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 8 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang. 

 

Ditetapkan di Sumedang 
pada tanggal  2 September 2015 

 
WAKIL BUPATI SUMEDANG, 

 
 

ttd 

 
EKA SETIAWAN 

    
         

Diundangkan di Sumedang 
pada tanggal 2 September 2015 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUMEDANG, 

 
ttd 

 
 

ZAENAL ALIMIN 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN  2015 NOMOR 95   

 
 

 
Salinan Sesuai dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
Ttd 

 
UJANG SUTISNA, S.H. 

Jaksa Muda 
NIP. 19730906 199303 1 001 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 


